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P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Enrekang  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah  menjatuhkan penetapan sebagai

berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

JUMINA DARA,  lahir di  Jalikko pada tanggal 31 Desember 1981, Jenis

Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan IRT, beralamat di Desa Tallu

Bamba,  Kecamatan  Enrekang,  Kabupaten

Enrekang,  untuk  selanjutnya  disebut  sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang

bersangkutan;

Setelah  membaca  Penetapan  Hakim  Nomor  35/Pdt.P/2023/PN  Enr

tertanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon menyatakan

agar Permohonan Pemohon dengan nomor register 35/Pdt.P/2023/PN Enr dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal 271  Reglement op de

Rechtsvordering (Rv), diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan

hal  itu dilakukan sebelum jawaban, jika setelah ada jawaban, maka pencabutan

hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan voluntair dalam bentuk

permohonan dan tidak ada pihak lawan dalam perkara ini, oleh karena itu pencabutan

berkas perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut merupakan hak Pemohon

dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  karenanya

permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas

perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Negeri Enrekang untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register

perkara perdata Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan

kepada Pemohon;
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Memperhatikan,  Pasal  271  Reglement  op  de  Rechtsvordering (Rv),  dan

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk  mencabut  permohonan

Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam

register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr;

2. Menyatakan permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang untuk mencatat

pencabutan permohonan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Enr pada buku register

perkara;

4. Membebankan  biaya  permohonan  kepada  Pemohon sejumlah

Rp160.000,00  (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September

2023  oleh  Bagus  Priyo  Prasojo,  S.H.,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Enrekang,

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga  dalam persidangan

terbuka  untuk  umum,  dengan  dibantu  oleh Ramli,  Panitera  Pengganti pada

Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ramli

Hakim,

Bagus Priyo Prasojo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. ATK : Rp100.000,00

3. PNBP : Rp10.000,00

4. Redaksi : Rp10.000,00 
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5. Meterai : Rp10.000,00  

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
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